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Polres Supiori Ungkap Kasus Korupsi Dana Desa di Puweri 

 

Sumber: https:// cenderawasihpos.jawapos.com/ 

SUPIORI – Polres Supiori menggelar press release terkait pengungkapan kasus korupsi 

dana desa di Desa Puweri, Distrik Supiori Utara. Kapolres Supiori AKBP Marthin W. 

Asmuruf bersama Kasat Reskrim IPDA Daniel Zeth Rumpaidus, SH., M.H., memberikan 

keterangan terkait penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan 

kerugian negara sebesar Rp 480 juta. 

Tersangka dalam kasus ini berinisial DY, yang menjabat sebagai Kepala Desa Puweri. 

Modus operandi yang dilakukan DY adalah tidak transparan dalam pengelolaan dana desa 

dan menyimpan semua dana tanpa melibatkan bendahara atau perangkat desa lainnya. DY 

juga membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi penggunaan 

anggaran. 

Menurut Kapolres, total anggaran dana desa yang dicairkan sebesar Rp 1.908.364.500,-. 

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ahli dan audit keuangan, ditemukan bahwa 

pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan DY lebih tinggi dari realisasi sebenarnya, 

menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 434.830.000,-. Sebanyak 28 barang bukti, 

termasuk SK Bupati tertanggal 25 Maret 2024, telah disita oleh penyidik. 

“Penyelidikan telah melibatkan 15 saksi dan dua saksi ahli, dan proses penyidikan kasus ini 

terus kami tingkatkan. Saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh 

Kejaksaan, dan tersangka DY segera diserahkan untuk persidangan di Pengadilan Tipikor 

Jayapura,” ujar Kasat Reskrim Polres Supiori Ipda Daniel Zeth Rumpaidus. 
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Kasus ini menjadi salah satu dari dua kasus korupsi dana desa yang tengah disidik Polres 

Supiori. Kasus lainnya, yakni penyalahgunaan dana kampung di Kampung Bineke senilai 

Rp 1,1 miliar, masih dalam tahap penyidikan. 

“Kami sudah mengantongi hasil audit dari Inspektorat terkait kerugian negara dan 

memeriksa beberapa saksi, termasuk kepala kampung setempat,” tambah Kasat Reskrim 

Ipda Daniel Z Rumpaidus. 

Selain itu, Kasat Reskrim juga menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi, termasuk 

dugaan pemotongan anggaran dana kampung oleh beberapa perangkat daerah. 

“Kami tidak main-main dengan kasus korupsi di Supiori. Ini adalah harapan masyarakat, dan 

kami akan terus mengusut tuntas semua kasus yang merugikan negara,” tegas Kasat Reskrim 

yang juga didampingi Kapolres Supiori. 

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di Supiori menjadi perhatian publik, terutama terkait dana 

desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Polres Supiori 

menegaskan bahwa mereka akan mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti setiap 

indikasi korupsi di wilayah mereka, guna memastikan keadilan dan transparansi dalam 

penggunaan anggaran negara. 

Dari kasus ini DY dikenakan pasal 2 Subsdair Pasl 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 

Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, dengan ancaman diatas lima (5) tahun penjara. (il/wen). 

Sumber berita: 

1. https:// cenderawasihpos.jawapos.com /, Polres Supiori Ungkap Kasus Korupsi Dana 

Desa di Puweri (23 October 2024); dan 

2. www.rri.co.id /, Polres Supiori Ungkap Tersangka Korupsi Dana Desa Puweri (22 

Oktober 2024). 

Catatan: 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU1/2022) dicantumkan pada Pasal 1 ayat (75) 

bahwa : 

“Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk 

mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.” 

Selanjutnya juga dijelaskan pada UU 1/2022 pada Pasal 1 ayat (69) dijelaskan bahwa: 
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“Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN 

dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah 

untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.” 

Dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) pada BAB II tentang 

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa di Bagian Kesatu tentang Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 3 bahwa :  

Pasal 3 

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik Desa yang dipisahkan. 

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 

d. menetapkan PPKD; 

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 

f. menyetujui RAK Desa; dan 

g. menyetujui SPP. 

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa 

selaku PPKD. 

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan 

kepala Desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa 

(Permendes 7/2023) pada Pasal 2 dijelaskan bahwa : 

Pasal 2 
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(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan 

kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 

(3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan 

SDGs Desa. 

Kemudian terkait penyampaian laporan pengelolaan dana desa dijelaskan pada Permendagri 

20/2018 Pasal 68 dijelaskan bahwa : 

Pasal 68 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada 

Bupati/Wali Kota melalui camat. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan 

b. laporan realisasi kegiatan. 

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat 

minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi pada BAB II Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:  

Pasal 2 

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. 
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Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat 

suatu instansi. 

 

 


